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ABSTRACT

The administration of customary lands is a critical issue in land governance because it
brings together the state’s mandate to recognize indigenous communities and the need to
protect communal rights that are rooted in local social and cultural systems. This study
examines the administration of customary lands among the Karo Indigenous Community in
Ngada Regency, East Nusa Tenggara Province, in the context of the implementation of
Ministerial Regulation ATR/BPN No. 14 of 2024 on the administration of land and the
registration of customary land rights of indigenous communities. The research problem
stems from the gap between the normative recognition of customary land rights and the
reality of implementation on the ground, primarily because the administration of customary
land is not merely understood as a technical activity of land parcel registration but is also
intertwined with historical origins, customary institutions, rituals, customary legal
frameworks, local knowledge, and the aspirations of the community as the rights holders.
This study aims to evaluate the extent to which customary land inventory data accommodates
the history, traditions, culture, and customary legal institutions of the Karo Customary Law
Community; to analyze the forms of community involvement in the demarcation,
measurement, and mapping of customary land parcels; to identify community perceptions
and aspirations regarding the urgency of administering and registering customary land; and
to examine the benefits of the Customary Land Register for local governments in formulating
policies for the recognition of indigenous communities. This study employs a qualitative
method using a rapid ethnography approach. Data were collected through participatory
observation, in-depth interviews, documentation, and document analysis. Interviews were
conducted with traditional leaders, community members, women and youth leaders, the
Were IV Village Government, the Ngada Regency Government, the Ngada Regency Land
Office, and supporting institutions. Analysis was conducted through data reduction, data
presentation, drawing conclusions, and verification, all from the community’s emic
perspective. The research findings indicate that the administration of the MHA Karo
customary lands has taken into account ancestral history, the sa’o structure, customary
institutions, rituals, customary artifacts, customary boundary markers, as well as patterns of
control and use of customary lands, although some of the data is still based on the memories
and oral traditions of customary elders. The boundary-delimitation and mapping processes
took place in a participatory manner through customary deliberations, the consent of
neighboring parties, and the involvement of customary leaders, youth, and women. The
community accepts the Customary Land Register (DTU) as a form of administrative
recognition that strengthens the legitimacy of customary territories, but remains cautious
about subsequent registration through Management Rights due to concerns that it may
reduce customary authority and shift the communal significance of customary lands. This
study concludes that the administration of customary lands is an initial step toward protecting
customary rights, not an end in itself; therefore, it must be followed up through local
regulations, coordination between the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial
Planning/National Land Agency (ATR/BPN) and local governments, as well as participatory
administration models that ensure the sustainability of customary law communities.

Keywords: Customary Land Register, Karo Customary Law Community, customary land
rights, participatory mapping, administration of customary land.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengakuan dan penghormatan terhadap tanah ulayat serta Masyarakat Hukum Adat
(MHA) merupakan mandat konstitusional yang menempatkan hak-hak tradisional sebagai
bagian dari sistem hukum nasional. Secara normatif, Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945) menyebutkan: “Negara mengakui dan
menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya,
yaitu: (1) sepanjang masih hidup; (2) sesuai dengan perkembangan masyarakat; (3) sesuai
dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan (4) diatur dalam undang-undang”.
Kemudian dalam Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 menyebutkan: “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati
selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”. Dalam literatur hukum tata negara,
klausul “sepanjang masih hidup” dan “sesuai perkembangan masyarakat” kerap dipahami
sebagai kriteria yang menuntut pembuktian dan tata kelola pengakuan yang jelas agar tidak
menimbulkan ketidakpastian dan konflik pengakuan (Dhyta & Prasna, 2025). Dalam
terminologi hukum, hierarki lebih menentukan daripada kronologi lahirnya aturan, oleh
karena itu pengakuan hak ulayat/hak tradisional perlu ditegaskan terlebih dahulu pada level
konstitusi (hasil amandemen 1999-2002), lalu dijabarkan pada level undang-undang
(UUPA) dan peraturan teknis pertanahan.

Kerangka hukum agraria, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) mengakui adanya hak ulayat. Pengakuan ini
dengan syarat yaitu sepanjang menurut kenyataannya masih ada, sesuai dengan kepentingan
nasional dan Negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa, serta tidak bertentangan pula
dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Konsepsi ini menegaskan bahwa
pengakuan terhadap hak ulayat bersifat kondisional dan harus dibuktikan secara faktual
melalui keberadaan subjek hukum adat, wilayah adat, pranata hukum adat, serta relasi sosial
yang masih hidup, sehingga pengakuannya tidak berhenti pada norma, melainkan menuntut
mekanisme yang operasional (Mardhiyah, 2023).

Sebagai bentuk konkret pelaksanaan mandat konstitusional dalam menghormati dan
mengakui keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak ulayatnya, Kementerian Agraria

dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional secara bertahap membentuk dan



menyempurnakan berbagai peraturan teknis mengenai tanah ulayat. Perkembangan regulasi
tersebut menunjukkan adanya dinamika kebijakan negara, dari pengakuan administratif yang
bersifat terbatas menuju sistem administrasi pertanahan yang lebih terstruktur dan
terintegrasi dalam kerangka hukum agraria nasional (Hermanto & Irwanda, 2024).

Pengaturan teknis pertama yang mengatur tanah ulayat adalah Peraturan Menteri Negara
Agraria Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat
Masyarakat Hukum Adat (PMNA 5 Tahun 1999). Dalam regulasi ini, pengakuan terhadap
tanah ulayat masih bersifat deklaratif dan terbatas, yakni dengan menyatakan keberadaan
tanah ulayat dalam peta dasar pendaftaran tanah dan mencatatkannya dalam daftar tanah.
Dalam perkembangannya PMNA 5 Tahun 1999 digantikan oleh Peraturan Menteri Agraria
dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2015 sebagaimana telah
diganti oleh Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas Tanah dan
Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu. Melalui peraturan ini, negara mulai
memasukkan tanah ulayat ke dalam sistem hukum agraria nasional dengan skema hak
komunal. Permen ATR/BPN Nomor 10 Tahun 2016 kemudian diganti dengan Peraturan
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2019
tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang
membuka kemungkinan pemberian Hak Pengelolaan (HPL) di atas tanah ulayat. Terakhir,
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14
Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak
Ulayat Masyarakat Hukum Adat sebagai pengganti peraturan menteri tahun 2019
menegaskan proses administrasi dan pendaftaran tanah hak ulayat secara lebih sistematis.

Pengakuan terhadap tanah ulayat merupakan bentuk pengakuan administratif, yakni
tindakan negara untuk mencatat dan menegaskan keberadaan hak komunal tanpa
menghilangkan sifat kolektifnya (Kurnianti et al., 2024). Permen ATR/BPN Nomor 14
Tahun 2024 kemudian menegaskan mekanisme pengadministrasian tanah ulayat melalui
tahapan inventarisasi dan identifikasi, pengukuran dan pemetaan, serta pencatatan dalam
Daftar Tanah Ulayat (DTU). Dengan demikian, pengakuan terhadap tanah ulayat tidak
berhenti pada pengakuan normatif, tetapi diwujudkan dalam mekanisme administratif yang
memberikan kepastian hukum.

Secara ideal (das sollen), pengadministrasian tanah ulayat merupakan prasyarat penting

dalam mewujudkan kepastian hukum, pengakuan dan perlindungan hak komunal, serta
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penyelesaian pendaftaran tanah nasional secara menyeluruh. Negara menargetkan
pendaftaran 126 juta bidang tanah pada tahun 2025 sebagai bagian dari program strategis
nasional. Tanah ulayat masyarakat hukum adat merupakan salah satu objek pendaftaran
tanah yang harus diadministrasikan agar tidak terjadi kekosongan hukum dalam sistem
pertanahan nasional. Berdasarkan pemaparan Staf Ahli Menteri ATR/BPN pada Seminar
Nasional HPL (2025), capaian inventarisasi dan identifikasi tanah ulayat telah dilakukan di
20 provinsi dengan luas indikatif 4.043.581,28 hektar. Namun, hingga September 2025 baru
diterbitkan 57 sertipikat Hak Pengelolaan (HPL) dari 18 Kesatuan Masyarakat Hukum Adat
dengan total luas 987,48 hektar (Slameto, 2025). Data tersebut menunjukkan bahwa secara
nasional pengadministrasian dan pendaftaran tanah ulayat masih sangat terbatas
dibandingkan luas indikatif yang telah diinventarisasi.

Di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Ngada termasuk dalam lokasi
pendaftaran tanah ulayat tahun 2025. Meskipun demikian, jumlah bidang tanah ulayat yang
telah diadministrasikan di NTT, termasuk di Kabupaten Ngada, masih relatif sedikit
dibandingkan dengan potensi wilayah adat yang ada. Berdasarkan hasil survei inventarisasi
dan identifikasi tanah ulayat Provinsi Bali dan Nusa Tenggara Timur yang diselenggarakan
melalui kerja sama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
dengan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada pada tahun 2021 yang kemudian menjadi
bahan penyusunan rancangan Permen ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2024, dari total 22
kabupaten di NTT, berhasil dilakukan survei terhadap 121 komunitas/desa adat mencakup
99 dari total 309 kecamatan atau 32,04% dan 184 dari total 3.353 desa/kelurahan atau 5,48%
(Simarmata et al., 2021). Suku Karo dan Suku Beo di Kabupaten Ngada merupakan
komunitas adat pertama di Provinsi NTT yang mengikuti proses pengadministrasian dan
pendaftaran tanah ulayat. Data ini menunjukkan bahwa secara faktual keberadaan tanah suku
di NTT telah teridentifikasi, namun belum seluruhnya teradministrasi dan didaftarkan secara
formal.

Rangkaian pengakuan normatif mulai dari UUD 1945, UUPA, dan Peraturan Menteri
menunjukkan kondisi das sollen atau kondisi ideal yang relatif kuat. Namun dalam das sein
atau kenyataan di lapangan, proses pengadministrasian dan pendaftaran tanah ulayat masih
berjalan terbatas, baik dari sisi capaian keluaran (Daftar Tanah Ulayat/Sertipikat) maupun
dari sisi kesiapan sosial (partisipasi dan penerimaan masyarakat). Kondisi ini menunjukkan
adanya kesenjangan antara kondisi ideal pengadministrasian tanah ulayat (das sollen)

dengan realitas di lapangan (das sein). Kesenjangan tersebut menimbulkan berbagai



implikasi negatif apabila tanah ulayat tidak segera diadministrasikan. Tanah ulayat yang
tidak memiliki kejelasan batas dan pencatatan administratif rentan terhadap konflik
horizontal maupun vertikal, baik antar komunitas adat maupun antara masyarakat adat
dengan pemerintah atau pihak ketiga. Kajian konflik tanah hak ulayat di kawasan perbatasan
NTT menunjukkan bahwa ketidakjelasan status dan batas dapat menjadi konflik sosial yang
meluas, sehingga memerlukan pendekatan penyelesaian yang melibatkan tokoh adat dan
penguatan tata kelola (Sulistyono, 2022).

Di Kabupaten Ngada, pengadministrasian tanah ulayat tidak hanya menyasar satu
komunitas adat. Terdapat komunitas adat lain yaitu MHA Beo yang prosesnya sudah
bergerak ke tahap lanjutan yaitu pengajuan pendaftaran/permohonan hak, sementara pada
Masyarakat Hukum Adat Karo prosesnya masih berhenti pada tahapan awal yaitu baru
sampai pada daftar tanah ulayat (DTU). Perbedaan capaian tahapan ini menunjukkan adanya
dinamika implementasi di tingkat lokal yang penting diteliti, terutama untuk memahami
faktor partisipasi internal komunitas, kebutuhan pendaftaran, dan dukungan pemerintah
daerah. Secara lebih spesifik di Kabupaten Ngada, apabila pengadministrasian tanah ulayat
Masyarakat Hukum Adat Karo tidak diselesaikan secara komprehensif, maka potensi konflik
batas antar woe (suku), ketidakjelasan wilayah nua (kampung), serta intervensi pihak luar
terhadap tanah suku dapat meningkat. Ketidakpastian tersebut tidak hanya berpengaruh pada
aspek hukum, tetapi juga mengancam keberlanjutan pranata adat, struktur kepemimpinan
tradisional, serta kohesi sosial komunitas. Dengan demikian, persoalan pengadministrasian
tanah ulayat di Ngada bukan semata persoalan teknis pertanahan, melainkan juga
menyangkut perlindungan sistem sosial dan identitas kolektif masyarakat hukum adat
setempat. Apabila kebijakan administrasi tanah tidak disertai perlindungan hak masyarakat
adat dan partisipasi yang kuat, maka kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan benturan
kepentingan dan resistensi sosial (Rato et al., 2024).

Pengadministrasian tanah ulayat memberikan manfaat strategis bagi negara, masyarakat
hukum adat, serta Kementerian ATR/BPN. Bagi negara, pengadministrasian tanah ulayat
mendukung terwujudnya pendaftaran tanah lengkap sebagai basis data pertanahan nasional
yang komprehensif dan akurat. Tanah ulayat yang teradministrasi memperkecil potensi
konflik serta memperkuat tata kelola agraria berbasis kepastian hukum. Bagi Masyarakat
Hukum Adat, pengadministrasian tanah ulayat memberikan legitimasi formal atas wilayah

adatnya tanpa harus menghilangkan sifat komunal hak tersebut. Pencatatan dalam DTU



menjadi bukti administratif yang dapat digunakan untuk memperkuat posisi hukum
masyarakat adat dalam menghadapi klaim pihak lain (Evitasari et al., 2024).

Dari aspek ekonomi, tanah ulayat yang teradministrasi dapat dimanfaatkan secara
produktif melalui skema kerja sama yang tetap menjaga hak komunal, misalnya melalui
pemberian HPL dengan prinsip kemitraan. Hal ini membuka peluang pengembangan
ekonomi berbasis komunitas tanpa menghilangkan kontrol adat atas tanah. Oleh karena itu,
apabila pengadministrasian tanah ulayat tidak diselesaikan, maka tujuan nasional untuk
menuntaskan pendaftaran tanah di Indonesia tidak akan tercapai secara menyeluruh
(Cahyaningrum, 2022).

Dengan demikian, pengadministrasian tanah ulayat pada Masyarakat Hukum Adat Karo
di Kabupaten Ngada perlu dianalisis secara sistematis untuk menguji kesesuaian antara
kerangka normatif Permen ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2024 dan realitas implementasinya.
Berdasarkan uraian sebelumnya, pengadministrasian tanah ulayat pada Masyarakat Hukum
Adat Karo di Kabupaten Ngada menjadi menarik untuk dikaji karena tidak hanya berkaitan
dengan upaya negara dalam mewujudkan tertib administrasi pertanahan, tetapi juga
menyangkut perlindungan hak komunal masyarakat adat yang hidup berdasarkan hukum
adatnya sendiri.

Meskipun inventarisasi dan identifikasi tanah ulayat telah dilaksanakan, masih terdapat
sejumlah aspek yang memerlukan kajian lebih mendalam, antara lain mengenai sejarah,
tradisi, dan pranata hukum adat diakomodasi dalam proses inventarisasi, keterlibatan
masyarakat hukum adat dalam penentuan batas, pengukuran, dan pemetaan wilayah ulayat,
persepsi masyarakat hukum adat terhadap pengadministrasian dan pendaftaran tanah ulayat,
serta tindak lanjut Pemerintah Daerah terhadap Daftar Tanah Ulayat yang telah dihasilkan.
Berbagai  persoalan tersebut menunjukkan pentingnya penelitian mengenai
pengadministrasian tanah ulayat pada Masyarakat Hukum Adat Karo di Kabupaten Ngada
sebagai upaya memahami relasi antara hukum adat dan administrasi pertanahan negara

dalam perlindungan hak ulayat.

B. Rumusan Masalah

Pengadministrasian tanah ulayat telah mulai dilaksanakan di Kabupaten Ngada
berdasarkan Permen ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2024, namun terdapat sejumlah persoalan
substantif yang ditemukan dalam praktiknya. Data inventarisasi dan identifikasi sebagai
tahapan awal pengadministrasian belum sepenuhnya mengakomodasi sejarah keberadaan,

tradisi/budaya, serta pranata hukum adat Masyarakat Hukum Adat Karo. Oleh karena itu,
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penelitian ini menggunakan studi evaluatif, yaitu menilai sejauh mana data hasil
inventarisasi dan identifikasi benar memadai untuk menopang produk administrasi
pertanahan dan kebutuhan tata kelola lanjutan, termasuk keterbacaan aspek sejarah,
tradisi/budaya, dan pranata hukum adat sebagai basis legitimasi hak ulayat. Selain itu
indikasi bahwa tidak semua anggota Masyarakat Hukum Adat dilibatkan secara substantif
dalam proses penentuan batas bidang tanah, pengukuran, dan pemetaan objek tanah ulayat
menjadi penting untuk dikaji. Keterlibatan masyarakat adat diperlukan untuk memastikan
adanya kesepakatan para pihak yang berbatasan, validasi tanda batas adat
(batu/pohon/sungai/simbol adat), serta mencegah sengketa batas di kemudian hari.
Kekhasan pengukuran tanah ulayat yang berbasis pengetahuan lokal menjadikan proses
pengukuran pemetaan tidak dapat diperlakukan sama dengan pengukuran pemetaan bidang
tanah individual.

Dalam konteks kebijakan pertanahan, perlu ditegaskan bahwa pengadministrasian dan
pendaftaran tanah ulayat tidak menentukan eksistensi hak ulayat, melainkan hanya
mengonfirmasi hak yang secara sosial telah hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu,
legitimasi substantif hak ulayat tidak bergantung pada tindakan administratif negara.
Pertanyaan yang kemudian relevan adalah apakah pengadministrasian dan terutama
pendaftaran tanah ulayat benar-benar merupakan kebutuhan internal Masyarakat Hukum
Adat Karo atau lebih dipersepsikan sebagai agenda negara. Jika mayoritas anggota
masyarakat belum memandang pendaftaran sebagai kebutuhan kolektif, maka kebijakan
tersebut tidak seharusnya dipaksakan. Dengan demikian, penelitian ini menempatkan
aspirasi masyarakat sebagai variabel kunci dalam menilai urgensi pengadministrasian dan
pendaftaran tanah ulayat.

Terakhir, penting untuk menelaah bagaimana posisi dan kemanfaatan Daftar Tanah
Ulayat (DTU) dalam kerangka kebijakan pemerintah daerah. Secara normatif, DTU dapat
menjadi dasar administratif yang mendukung penyusunan regulasi daerah mengenai
pengakuan dan perlindungan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat. Namun demikian, belum
dapat dipastikan sejauh mana DTU tersebut benar-benar dimanfaatkan oleh pemerintah
daerah sebagai rujukan dalam penyusunan Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati, atau
bentuk regulasi lainnya. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji kemanfaatan DTU
sebagai instrumen pendukung kebijakan daerah.

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, pertanyaan yang

dijawab melalui penelitian ini yaitu:



Apakah data inventarisasi tanah ulayat telah mengakomodasi dan menunjukkan
sejarah keberadaan, tradisi/budaya, serta pranata hukum adat?

Bagaimana keterlibatan Masyarakat Hukum Adat Karo dalam proses penentuan
batas bidang tanah, pengukuran, serta pemetaan objek tanah ulayat?

Bagaimana persepsi dan aspirasi Masyarakat Hukum Adat Karo terhadap urgensi
pengadministrasian dan pendaftaran tanah ulayat?

Bagaimana kemanfaatan Daftar Tanah Ulayat (DTU) bagi Pemerintah Daerah

dalam penyusunan regulasi pengakuan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Karo?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1.

Mengevaluasi data inventarisasi tanah ulayat dalam mengakomodasi dan
merepresentasikan sejarah keberadaan, tradisi/budaya, serta pranata hukum adat
Masyarakat Hukum Adat Karo sebagai dasar penyusunan Daftar Tanah Ulayat;
Menganalisis bentuk keterlibatan Masyarakat Hukum Adat Karo dalam proses
penentuan batas, pengukuran, dan pemetaan objek tanah ulayat;

Mengidentifikasi persepsi serta aspirasi Masyarakat Hukum Adat Karo terhadap
urgensi pendaftaran tanah ulayat setelah pengadministrasian dilakukan;
Menganalisis kemanfaatan aktual dan potensi pemanfaatan DTU bagi Pemerintah
Daerah Kabupaten Ngada sebagai data pendukung kebijakan pengakuan dan
perlindungan masyarakat hukum adat, dokumen perencanaan pembangunan
daerah, penataan ruang dan penanganan konflik atau sengketa pertanahan.

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoretis dan

praktis, yaitu:

1.

Secara teoretis, penelitian ini dapat memberikan pendalaman pengetahuan serta
menjadi referensi ilmiah mengenai praktik pengadministrasian tanah ulayat pada
masyarakat hukum adat dalam konteks kebijakan pertanahan nasional. Selain itu
memperkaya perspektif dengan menempatkan pengalaman, pengetahuan lokal,
serta narasi masyarakat adat sebagai sumber utama analisis (perspektif emik) dalam
memahami proses pengadministrasian tanah ulayat.

Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi Kementerian
ATR/BPN dalam mengimplementasikan kebijakan administrasi pertanahan dan
pendaftaran tanah ulayat sesuai Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala

Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2024 agar lebih adaptif terhadap nilai-
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nilai adat dan kebutuhan Masyarakat Hukum Adat Karo serta masukan bagi
Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada dalam mengintegrasikan data DTU ke dalam
dokumen perencanaan pembangunan daerah, Renstra perangkat daerah, kebijakan
penataan ruang, dan mekanisme pencegahan konflik dan sengketa pertanahan.
Lebih lanjut, temuan penelitian yang didasarkan pada pengalaman langsung
masyarakat adat dapat membantu pemerintah dan pemangku kepentingan
memahami tantangan riil di tingkat komunitas, sehingga proses pengadministrasian
tanah ulayat tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga selaras dengan realitas

sosial budaya dan mendukung keberlanjutan masyarakat hukum adat secara nyata.



BAB VII
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengadministrasian tanah

ulayat pada Masyarakat Hukum Adat Karo di Kabupaten Ngada, dapat ditarik beberapa

kesimpulan sebagai berikut:

1.

Pengadministrasian tanah ulayat pada Masyarakat Hukum Adat (MHA) Karo di
Kabupaten Ngada menunjukkan bahwa proses pengakuan administratif terhadap
tanah ulayat tidak dapat dipisahkan dari keberadaan sejarah, tradisi, dan pranata
hukum adat yang hidup dalam masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa data
inventarisasi dan identifikasi tanah ulayat telah mampu mengakomodasi aspek-aspek
penting yang menjadi dasar legitimasi hak ulayat, seperti sejarah asal-usul leluhur,
struktur kelembagaan adat, tradisi dan ritual adat yang berkaitan dengan tanah, serta
pola penguasaan dan pengelolaan tanah ulayat. Melalui proses inventarisasi tersebut,
berbagai informasi yang sebelumnya hidup dalam tradisi lisan berhasil
didokumentasikan dalam bentuk data administratif yang menjadi dasar penyusunan
Daftar Tanah Ulayat (DTU). Namun demikian, inventarisasi tersebut masih
menghadapi keterbatasan karena sebagian besar informasi mengenai sejarah dan
pranata adat masih bergantung pada pengetahuan lisan para tetua adat. Kondisi ini
menunjukkan bahwa meskipun inventarisasi telah berhasil merekam aspek-aspek
penting kehidupan adat, keberlanjutan dan akurasi data tetap memerlukan upaya
dokumentasi yang lebih sistematis agar tidak terjadi kehilangan pengetahuan adat
pada masa mendatang.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa keterlibatan Masyarakat Hukum Adat Karo
dalam proses pengadministrasian tanah ulayat berlangsung secara partisipatif,
terutama dalam tahapan penentuan batas, pengukuran, dan pemetaan wilayah ulayat.
Penentuan batas dilakukan melalui musyawarah adat dengan melibatkan para tokoh
adat, pthak yang berbatasan, pemuda, dan anggota masyarakat lainnya sehingga
menghasilkan kesepakatan bersama yang relatif dapat diterima oleh seluruh pihak.
Pengetahuan lokal mengenai sejarah wilayah, keberadaan situs adat, batu batas,
pohon penanda, maupun batas-batas alam menjadi sumber utama dalam proses

rekonstruksi batas tanah ulayat. Keterlibatan masyarakat tersebut memperlihatkan
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bahwa pengadministrasian tanah ulayat tidak hanya merupakan proses teknis
pertanahan, melainkan juga proses sosial yang memerlukan legitimasi adat.
Meskipun demikian, partisipasi masyarakat belum sepenuhnya merata karena
informasi dan pengambilan keputusan masih didominasi oleh tokoh-tokoh adat
tertentu. Keterlibatan perempuan dan generasi muda mulai terlihat dalam kegiatan
pemetaan partisipatif, tetapi peran mereka masih memerlukan penguatan agar
keberlanjutan pengelolaan tanah ulayat tidak hanya bergantung pada generasi tua
atau elite adat.

. Dari sisi persepsi masyarakat, penelitian ini menemukan bahwa MHA Karo pada
umumnya menerima pengadministrasian tanah ulayat karena dipandang sebagai
bentuk pengakuan negara terhadap keberadaan wilayah adat dan sebagai upaya
perlindungan terhadap potensi klaim pihak luar. Daftar Tanah Ulayat dipahami
sebagai instrumen administratif yang dapat memperkuat posisi masyarakat adat
tanpa mengubah sifat komunal tanah ulayat. Namun demikian, penerimaan tersebut
tidak secara otomatis diikuti dengan dukungan terhadap pendaftaran tanah ulayat
dalam bentuk pemberian Hak Pengelolaan (HPL). Sebagian masyarakat masih
memiliki kekhawatiran bahwa pendaftaran tanah ulayat dapat membuka peluang
meningkatnya campur tangan negara terhadap tanah adat, mengurangi kewenangan
kelembagaan adat, serta berpotensi menggeser makna sosial dan spiritual tanah
ulayat menjadi sekadar objek administrasi pertanahan. Temuan ini menunjukkan
bahwa kebutuhan utama masyarakat adat saat ini adalah pengakuan dan perlindungan
hak ulayat, bukan semata-mata pendaftaran tanah ulayat dalam bentuk hak atas tanah
tertentu.

. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa Daftar Tanah Ulayat memiliki manfaat
strategis bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada karena menyediakan data yang
lebih jelas mengenai keberadaan masyarakat hukum adat dan wilayah ulayatnya.
DTU dapat menjadi sumber informasi yang mendukung penyusunan kebijakan
daerah, pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat, serta pengelolaan
sumber daya berbasis wilayah adat. Namun demikian, manfaat DTU masih bersifat
potensial karena efektivitasnya sangat bergantung pada tindak lanjut pemerintah
daerah dalam bentuk regulasi dan kebijakan yang konkret. Tanpa adanya kebijakan
lanjutan, DTU berisiko hanya menjadi dokumen administratif yang belum mampu

memberikan perlindungan substantif terhadap hak-hak masyarakat hukum adat.
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5.

Secara lebih luas, penelitian ini memperlihatkan bahwa pengadministrasian tanah
ulayat berada pada posisi yang mempertemukan dua kepentingan sekaligus, yaitu
kepentingan negara dalam membangun sistem administrasi pertanahan yang tertib
dan kepentingan masyarakat adat dalam mempertahankan hak kolektif atas wilayah
adatnya. Dalam konteks MHA Karo, pengadministrasian tanah ulayat berhasil
menjadi ruang dialog antara hukum negara dan hukum adat karena dilaksanakan
melalui pendekatan partisipatif yang menghormati struktur sosial dan kelembagaan
adat yang masih hidup. Meskipun demikian, pengadministrasian tanah ulayat belum
dapat dipandang sebagai tujuan akhir perlindungan masyarakat hukum adat.
Pengakuan administratif melalui DTU baru merupakan langkah awal yang perlu
diikuti dengan penguatan perlindungan hukum, pembangunan koordinasi yang lebih
baik antara ATR/BPN dan Pemerintah Daerah, serta penyusunan kebijakan daerah
yang mampu menjamin keberlanjutan hak ulayat dan eksistensi masyarakat hukum
adat secara substantif. Dengan demikian, keberhasilan pengadministrasian tanah
ulayat tidak hanya diukur dari tersusunnya DTU, tetapi juga dari sejauh mana hasil
pengadministrasian tersebut mampu digunakan untuk memperkuat perlindungan,

pengakuan, dan keberlanjutan masyarakat hukum adat dalam jangka panjang.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1.

Bagi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, disarankan
untuk  memperkuat  pendekatan  partisipatif =~ dalam  setiap  tahapan
pengadministrasian tanah. Selain itu, Kementerian ATR/BPN perlu memperkuat
koordinasi antara Subdirektorat Pendaftaran Tanah Ulayat dan Tanah Komunal
dengan Subdirektorat Penetapan Hak Pengelolaan pada Direktorat Pengaturan
Tanah Pemerintah, Tanah Ulayat, dan Tanah Komunal. Koordinasi tersebut perlu
dituangkan dalam pedoman operasional yang menjamin keterbukaan informasi,
persetujuan kolektif masyarakat hukum adat, penghormatan terhadap struktur dan
kewenangan adat, serta evaluasi pasca pengadministrasian maupun pendaftaran
tanah ulayat untuk menilai sejauh mana DTU dimanfaatkan dalam perlindungan
hak masyarakat hukum adat maupun dalam perumusan kebijakan daerah serta HPL
dapat berfungsi sebagai bentuk pengakuan dan perlindungan formal tanpa

menggeser tata kelola komunal yang hidup dalam masyarakat.
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Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada diharapkan mampu mengintegrasikan
DTU ke dalam sistem data dan dokumen perencanaan daerah. Integrasi dapat
dilakukan melalui RPJMD, RKPD, Renstra perangkat daerah, peninjauan RTRW
atau RDTR, serta prosedur pemeriksaan awal terhadap program pembangunan,
perizinan, dan investasi yang berpotensi bersinggungan dengan tanah ulayat.
Pemerintah daerah juga perlu menetapkan mekanisme penggunaan DTU dalam
pencegahan dan penanganan konflik atau sengketa, dengan tetap menempatkan
DTU sebagai data administratif awal yang harus dibaca bersama riwayat
penguasaan, kesepakatan batas, dan bukti lain yang relevan.

Bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada, disarankan untuk melakukan
pembaruan data tanah ulayat secara berkala guna memastikan kesesuaian antara
kondisi sosial masyarakat hukum adat dan data administrasi pertanahan yang
tersedia. Penguatan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada juga
menjadi aspek penting agar hasil pengadministrasian tanah ulayat tidak berhenti
sebagai dokumen administratif, tetapi dapat dimanfaatkan sebagai dasar
penyusunan kebijakan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat. Selain
itu, pengembangan metode pemetaan partisipatif yang memadukan pengetahuan
lokal masyarakat adat dengan teknologi pemetaan modern dapat mendukung
terwujudnya data pertanahan yang memiliki legitimasi sosial sekaligus akurasi
teknis.

Bagi Masyarakat Hukum Adat Karo, diharapkan terus memperkuat kelembagaan
adat sebagai institusi utama dalam pengelolaan dan perlindungan tanah ulayat.
Keterlibatan generasi muda dalam dokumentasi sejarah adat, pemetaan wilayah
ulayat, dan pengelolaan informasi pertanahan juga menjadi aspek yang patut
mendapat perhatian guna menjamin keberlanjutan pengetahuan adat yang selama
ini banyak tersimpan dalam ingatan para tetua adat. Selain itu, Daftar Tanah Ulayat
dapat dimanfaatkan sebagai instrumen yang memperkuat posisi masyarakat adat
dalam mempertahankan wilayah ulayat dari potensi klaim pihak luar tanpa
mengurangi nilai-nilai komunal yang menjadi karakter utama sistem penguasaan

tanah adat Karo.
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